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BAB IX 
PENUTUP 

 
9.1. Kesimpulan 

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota 
Surabaya belum optimal pada Perekrutan GPK, yang dikhawatirkan 
justru akan menimbulkan berbagai dampak, antara lain: tidak terjadi 
adanya peer teaching dan peer tutor, yang berakibat kurang 
optimalnya proses pembelajaran ABK di kelas inklusif, sehingga 
dapat juga terjadi adanya pembiaran yang berakibat trauma antara lain 
karena adanya bullying. 

2. Faktor pendukung pada implementasi penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di Kota Surabaya adalah Komitmen Pemerintah Kota untuk 
secara bertahap memenuhi kebutuhan perekrutan GPK. Sementara 
faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya anggaran yang 
berdampak pada tidak dapat dipenuhinya kebutuhan GPK yang 
dibutuhkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sesuai 
regulasi yang ada. 

3. Model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang relevan khususnya 
terkait perekrutan GPK di Kota Surabaya adalah Perekrutan GPK 
bukan dari guru kelas atau guru mata pelajaran/bidang studi, tetapi 
rekrutmen calon GPK berasal dari lulusan S1 Program Kependidikan 
yang diberi pelatihan keahlian khusus sebagai GPK. 

 
9.2. Rekomendasi 

1. Kota Surabaya agar melakukan evaluasi mendalam untuk sekolah 
yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, jika belum 
dapat terpenuhi standar perekrutan GPK yang dibutuhkan, agar 
dievaluasi kembali karena berdampak negatif terhadap pendidikan 
ABK. 

2. Faktor pendukung dapat di follow up dengan pemenuhan GPK yang 
dibutuhkan sesuai regulasi. Faktor penghambat terkait anggaran yang 
terbatas sebaiknya menggunakan asas prioritas, tidak mengejar jumlah 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tetapi kualitas yang 
diutamakan. 



142 
 

 

3. Kota Surabaya agar memberi prioritas pemenuhan GPK sesuai model 
yang relevan dari hasil penelitian ini dan juga segera mengeluarkan 
kebijakan Peraturan Walikota Surabaya sebagai pedoman 
Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang di dalamnya juga terkait 
dengan perekrutan GPK. 
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